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Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait 
bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
bagi terdakwa dalam kasus kejahatan terhadap nyawa seseorang 
dan bagaimana penerapan hukum pidananya, apakah telah 
sesuai dengan alat bukti dan barang bukti. Penelitian ini 
berfokus pada bagaimana putusan hakim menurut pertanyaan 
pertama yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan bagi terdakwa dalam kasus kejahatan 
terhadap nyawa seseorang pada Putusan Nomor 
454/Pid.B/2024/PN Sby dan yang kedua yaitu, kedua 
bagaimana penerapan hukum pidananya terhadap terdakwa 
pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby. Penelitian ini 
merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan cara 
melalui analisis perundang-undangan dan sumber-sumber 
bahan hukum yang lain, kemudian d analisis secara kualitatif 
dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta 
penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang 
diangkat. Hasil penelitian ini adalah hakim setelah memeriksa 
semua alat bukti dan barang bukti memberikan pertimbangan 
bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti 
yang di dakwakan penuntut umum kepadanya. Dan terkait 
dengan penerapan pidananya yaitu tidak terdapat penerapan 
sanksi pidana kepada terdakwa, dikarenakan hakim memutus 
pidana bebas yang berarti tidak satupun perbuatan terdakwa 
terbukti bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum 
sehingga terdakwa harus dibebaskan dari tahanan segera setelah 
putusan diucapkan oleh hakim. 
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1. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 

Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, sebagai negara hukum maka untuk 

menertibkan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan 

hukum. Salah satunya hukum pidana, hukum pidana diciptakan untuk mengatur 
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masyarakat atau badan agar terhindar dari melakukan kejahatan terhadap orang 

lain1. 

Mengingat hukum mengandung dua unsur yaitu, hukum secara formal dan 

hukum secara substansi. Dimana hukum secara formal ialah lebih berfokus pada 

prosedur formal dan apa yang tersurat di dalamnya saja. Sedangkan hukum secara 

substansi ialah hukum tentang aturan atau norma yang berfokus pada pola 

perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut 

berupa rasa keadilan di masyarakat. 

Kejahatan merupakan masalah yang hangat dibicarakan orang, baik yang 

berhubungan dari kuantitas atau kualitas dari kejahatan itu dan lain sebagainya. 

Kejahatan seiring dengan kemajuan masyarakat, bahkan dalam beberapa hal 

kejahatan lebih sering maju dibanding kenyataan yang dicapai masyarakat, dan 

terlebih pada penegak hukumnya baik dalam peraturan hukum formil maupun 

hukum materiil2. Kejahatan senantiasa saja muncul silih berganti dan tidak pernah 

hilang dari muka bumi. Salah satu kejahatan yang dapat menganggu 

keseimbangan hidup, keamanan dan ketertiban dalam pergaulan masyarakat 

adalah kejahatan terhadap nyawa seperti pembunuhan ataupun penganiayaan. 

Kerasnya kehidupan dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi 

faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain. 

Tindak pidana dapat juga terjadi dikarenakan faktor kealpaan seperti yang 

terdapat pada Pasal 359 KUHP yang berbunyi :”Barang siapa karena kesalahannya 

(kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara 

paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”. 

Contoh kasus pembunuhan ataupun penganiayaan ataupun kejahatan 

terhadap nyawa orang karena kealpaannya, dilakukan oleh terdakwa Gregorius 

Ronnald Tannur terhadap kekasihnya yaitu Dini Sera Afrianti pada 03 Oktober 

tahun 2023 yang menyebabkan Dini Sera Afrianti kehilangan nyawanya ditangan 

kekasihnya sendiri. Dimana Dini Sera Afrianti meregang nyawa diakibatkan luka 

hebat yang terdapat pada tubuhnya dan diduga dilakukan oleh kekasihnya sendiri 

yaitu terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Dan kejanggalan terjadi pada saat 

proses persidangan, jaksa selaku penuntut umum menjerat terdakwa dengan 

Pasal berlapis yaitu Pasal 338 KUHP terkait pembunuhan pokok, lalu Pasal 351 

ayat 3 KUHP terkait penganiayaan, Pasal 359 KUHP terkait kealpaannya dan yang 

terakhir yaitu Pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan. 

Selama proses peradilan, keadilan menjadi harapan bagi keluarga korban 

yaitu Dini Sera Afrianti yang berharap hakim memvonis terdakwa dengan 

hukuman yang seberat-beratnya. Akan tetapi hakim memiliki pandangan lain atas 

kasus beserta bukti-bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum yang 

menyebabkan terdapat perbedaan yang signifikan antara putusan hakim maupun 

tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu berupa putusan bebas untuk terdakwa 

Ronald Tannur. 

Berdasarkan latar belakang diatas, hal tersebut yang mendorong Penulis 

untuk  melakukan  suatu  penelitian  dengan  judul  “ANALISIS  YURIDIS 

 

1 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2015, hlm. 195. 

2 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 

2002, Hlm 273. 
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PUTUSAN  HAKIM  DALAM  KASUS  TINDAK  PIDANA  KEJAHATAN 
TERHADAP NYAWA SESEORANG (Studi kasus putusan Nomor 

454/Pid.B/2024/PN Sby)”. 

2. Metode Penelitian 

Mencermati isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini, maka dapat dipastikan 

bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 

2 (dua) metode pendekatan hukum untuk menjawab permasalahan sesuai dengan 

permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu: Pendekatan perundang- 

undangan (statute approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach) 

berkaitan tentang analisis yuridis putusan hakim dalam kasus tindak pidana 

kejahatan terhadap nyawa seseorang. 

 

3. Analisis dan Hasil 

3.1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Terdakwa Tindak 
Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Seseorang pada Putusan Nomor: 
454/Pid.B/2024/PN Sby 

Sebelum menetapkan Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby hakim telah 

melakukan pemeriksaan terhadap semua alat bukti yaitu keterangan para saksi, 

keterangan terdakwa, surat Visum et Repertum Jenazah dan keterangan ahli 3 . 

Kemudian hakim juga melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu 

rekaman CCTV yang berada dilokasi kejadian. 

Berdasarkan tuntutan dari penuntut umum dan dibuktikan dengan fakta- 

fakta yang terdapat di persidangan bahwa hakim memutuskan telah menimbang 

semua tuntutan penuntut umum yaitu : 

1. Terhadap tuntutan pertama yaitu Pasal 338 KUHP. Hakim menimbang bahwa 
hakim secara seksama menilai tidak terdapat adanya suatu perbuatan 
terdakwa sebagaimana dalam uraian unsur kedua dakwaan penuntut umum, 
yang membuktikan dapat memperlihatkan adanya perbuatan-perbuatan 
terdakwa dengan kesengajaan maupun niatan untuk membunuh (merampas) 
nyawa orang lain. Oleh karena itu maka unsur kedua dakwaan penuntut 
umum pada dakwaan alternatif pertama tidak terpenuhi, maka terhadap 
dakwaan alternatif pertama penuntut umum tersebut dinyatakan oleh hakim 
tidak terbukti. 

2. Terhadap tuntutan yang kedua yaitu Pasal 351 ayat 3. Hakim menimbang 
bahwa dari pembuktian penuntut umum dimuka persidangan, tiada suatu 
perbuatan terdakwa yang dibuktikan penuntut umum sebagaimana dalam 
uraian unsur kedua dakwaan penuntut umum, yang dapat membuktikan 
adanya perbuatan-perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan yang 
mengakibatkan mati terhadap diri terdakwa. 

3. Terhadap tuntutan yang ketiga yaitu Pasal 359 KUHP. Hakim menimbang 
bahwa pembuktian penuntut umum atas perbuatan pidana yang dilakukan 
oleh terdakwa sebagaimana dimuka persidangan tidak menunjukkan suatu 
perbuatan terdakwa telah melakukan kesalahan (kealpaan) hingga 
menyebabkan orang lain in casu diri terdakwa meninggal dunia, oleh karena 

 

3 Pasal 184 ayat 1 KUHAP 



4 

 

 

 

 

itu, unsur ketiga dakwaan ini menurut hakim tidak terpenuhi, sehingga 
terhadap dakwaan ketiga dinyatakan tidak terbukti oleh hakim. 

4. Terhadap tuntutan yang keempat yaitu Pasal 351 ayat 1 KUHP. Hakim 
menimbang bahwa rumusan delik Pasal 351 KUHP merupakan rumusan yang 
berada dalam satu rumpun Pasal penganiayaan, oleh karenanya, substansi 
perbuatan penganiayaan in casu telah dipertimbangkan oleh hakim sehingga 
dalam hal ini, hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dakwaan keempat 
tersebut, dan menyatakan bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi. Dan 
dikarenakan seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum terhadap diri 
terdakwa tidak terpenuhi, maka hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
terhadap seluruh dakwaan penuntut umum. 

Hakim telah menimbang dan memutuskan bahwa terdakwa yaitu Gregorius 

Ronald Tannur tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 

semua dakwaan kombinasi yang dijatuhkan oleh penuntut umum. Yaitu dakwaan 

alternatif Pasal 338 KUHP atau 351 ayat 3 KUHP kemudian dakwaan kumulatif 

yaitu Pasal 359 KUHP dan Pasal 351 ayat 1 KUHP dan terdakwa dinyatakan 

dibebaskan dari segala tuduhan penuntut umum. 

Terhadap unsur kedua dari dakwaan kesatu penuntut umum yaitu Pasal 338 

KUHP tentang pembunuhan memang sangat sulit untuk dibuktikan bahwa 

terdakwa mempunyai kesengajaan untuk membunuh atau merampas ataupun 

menghilangkan nyawa korban. Akan tetapi jika melihat unsur kedua Pasal 

berikutnya yang dikenakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 351 ayat 3 KUHP 

terkait penganiayaan yang mengakibatkan kehilangan nyawa maka menurut 

penulis, dari bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh penuntut umum 

maka Pasal 351 ayat 3 ini dapat untuk dikenakan kepada terdakwa dikarenakan 

yang bersama-sama dengan korban sejak keluar dari room karaoke hingga korban 

tergeletak di parkiran adalah terdakwa Ronald Tannur dan dikuatkan dengan 

kesaksian security di lokasi kejadian bahwa terdakwa dan korban sempat terjadi 

cekcok dan meminta untuk melihat CCTV bahwa siapa yang duluan memulai 

pertengkaran. Dan juga dikuatkan berdasarkan hasil Autopsi korban yang 

menjelaskan bahwa pada badan luar maupun dalam terdapat luka-luka seperti 

luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai 

bawah kiri akibat kekerasan tumpul dan resapan darah dikepala dan dileher yang 

tidak menyebabkan kematian dan bekas luka tersebut diatas dapat terjadi pada 

pencekikan. Tidak mungkin semua luka di tubuh korban tersebut disebabkan oleh 

alkohol seperti keyakinan hakim terkait kematian Dini Sera Afrianti. 

Kemudian terhadap unsur kedua dari Pasal ketiga yang dijatuhkan oleh 

penuntut umum yaitu Pasal 359 KUHP terkait dengan kealpaan yang 

menyebabkan orang lain meninggal juga dapat untuk dijatuhkan kepada 

terdakwa dikarenakan pada saat kejadian kondisi korban dan terdakwa sama- 

sama dalam pengaruh alkohol yang dapat menyebabkan kehilangan kendali atas 

diri untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Dalam hal 

ini terlihat dari hasil Autopsi korban Dini Sera Afrianti terdapat bekas luka-luka 

pada tubuh luar maupun tubuh dalam korban seperti luka lecet pada dada, perut, 

lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan 

tumpul. Kemudian Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, 
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punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat 

kekerasan tumpul. Dan kekerasan tumpul pada perut korban yang 

mengakibatkan robeknya organ hati dan menyebabkan perdarahan mematikan 

yang semua luka tersebut tidak mungkin terjadi tanpa sebab dan jika disebut 

penganiayaan akan sesuai mengingat yang bersama-sama dengan korban adalah 

terdakwa hingga terjadi cekcok mengenai siapa yang memulai duluan seperti 

yang disaksikan oleh petugas security. 

Pertimbangan keputusan hakim ini jika dilihat sangat tidak tepat dan hakim 
mengabaikan banyaknya fakta-fakta di persidangan, hakim berkeyakinan dalam 
memutus bebas terdakwa Ronald Tannur hakim melihat dari itikad terdakwa 
dalam membawa korban Dini Sera Afrianti kerumah sakit dan hakim juga 
berkeyakinan bahwa korban Dini Sera Afrianti meninggal akibat alkohol yang 
terdapat di dalam lambung dan darah korban. Hakim tidak berkeyakinan bahwa 
pada hasil autopsi juga terdapat luka-luka organ dalam lainnya yang disebabkan 
oleh kekerasan tumpul. Mengingat seperti yang tertuang dalam dakwaan 
penuntut umum ataupun kesaksian terdakwa sendiri bahwa sempat terjadi 
cekcok dengan korban akibat pengaruh minuman alkohol. Sehingga sangat 
memungkinkan apabila terdakwa melakukan pemukulan kepada korban sewaktu 
didalam lift pada saat hendak turun ke basement. 

3.2. Penerapan Hukum Pidana Dalam Kasus Kejahatan Terhadap Nyawa Seseorang 
Pada Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby 

Penerapan hukum pidana pada sebuah kejadian tindak pidana merupakan 

bentuk penjatuhan hukuman yang sesuai dengan aturan-aturan pidana yang 

berlaku. Di dalam ilmu hukum pidana terdapat sebuah asas yang menjadi dasar 

dari penerapan hukum pidana yaitu asas Legalitas yang berbunyi : “tidak ada 

seorang pun dapat di pidana kecuali perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai 

tindak pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku” 4 . Suatu 

proses peradilan berakhir pada dengan putusan akhir. Di dalam putusan itu 

hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan 

putusannya. Dalam memutuskan sebuah perkara pidana, hakim harus 

berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang 

dikeluarkan menjadi putusan yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Hakim 

berhak memutus apakah kasus tersebut dapat dikenai putusan pemidanaan 

dikarenakan terdakwa terbukti bersalah atau putusan lepas dikarenakan 

terdakwa tidak terbukti melanggar hukum pidana akan tetapi terkena hukum 

yang lain dan bahkan hakim berhak memutus bebas terdakwa dikarenakan 

menurut hakim berdasarkan alat bukti dan barang bukti terdakwa tidak 

melakukan kesalahan yang menyebabkan terdakwa harus di pidana. 

Kronologi Kasus 
Kasus ini bermula pada 3 Oktober 2023 sekitar pukul 21.40 WIB, Dini Sera 

Afrianti bersama Ronald Tannur (pelaku) datang ke Blackhole Ktv di Lenmarc 

Mall, Surabaya, untuk berkaraoke dengan teman-temannya sambil meminum 

Tequila Jose. Sekitar pukul 00.10 WIB, mereka meninggalkan ruangan karaoke 

menuju parkiran melalui lift, di mana terjadi percekcokan yang diiringi kekerasan 

fisik. Korban menampar pelaku, lalu pelaku mencekik, menendang, dan memukul 

 

4 Pasal 1 ayat 1 KUHP 
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kepala korban dengan botol Tequila. Setelah tiba di basement, pelaku masuk ke 

mobil dengan korban berada duduk di sebelah kiri mobil bagian pintu depan. 

Pelaku melajukan mobilnya tanpa memperhatikan kondisi korban. Pelaku pun 

turun dari mobilnya dan memeriksa keadaan korban yang sudah tidak berdaya 

dan bergegas membawa korban ke dalam mobilnya untuk dibawa ke apartemen 

milik korban. Setelah tiba di apartemen tersebut tepatnya di lobby apartemen 

Orchad Tanglin, korban sudah tidak bernafas dan korban langsung diangkat 

menuju mobil pelaku oleh beberapa saksi yang berada di tempat tersebut untuk 

diantar menuju ke Rumah Sakit National Hospital sebelum akhirnya dibawa ke 

RSUD Dr. Soetomo atas anjuran dokter karena diduga termasuk dalam kategori 

kematian yang tidak wajar. 

Hasil Visum et Repertum Jenazah 
Hasil Visum et Repertum Jenazah No. KF. 23.0465 menunjukkan adanya 

pendarahan, luka lecet, memar, dan luka dalam akibat kekerasan benda tumpul. 

Di RSUD Dr. Soetomo dilakukan autopsi terhadap korban Dini Sera Afrianti oleh 

dr. Renny Sumino dan sesuai dengan Visum et Repertum No. KF. 23.0465 

diperoleh kesimpulan sebagai berkut : 

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga 
tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, 
warna kulit sawo matang. 

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : 
a. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput 

keras bola mata. 
b. Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola 

mata. 
c. Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri. 
d. Pucat pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri. Kelainan di atas 

lazim ditemukan pada mati lemas. 

e. Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, 
tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul. 

f. Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, 
anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat 
kekerasan tumpul. 

3. Pada pemeriksaan dalam dtemukan : 

a. Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati 
lemas. 

b. Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit 
bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada 
tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan. 

c. Luka memar pada bagian bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan 
tumpul. 

d. Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul. 
e. Pendarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml. 

Pada pemeriksaan tambahan ditemukan : 

f. Ditemukan alkohol pada lambung dan darah. 
g. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri. 
h. Pendarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri 

atas. 
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i. Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat 

kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat 

Dakwaan Penuntut Umum 
1. Dakwaan pertama yaitu Pasal 338 KUHP dengan unsur. 

a. Unsur barang siapa. 
b. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 

2. Dakwaan kedua yaitu Pasal 351 ayat 3 KUHP dengan unsur. 
a. Unsur barang siapa. 
b. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. 

3. Dakwaan ketiga yaitu Pasal 359 KUHP dengan unsur. 
a. Unsur barang siapa. 
b. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati. 

4. Dakwaan keempat Pasal 351 ayat 1 KUHP dengan unsur. 
a. Unsur barang siapa. 
b. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan. 

Tuntutan Penuntut Umum 
1. Menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tannur terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana 
Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua 
belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan 
perintah terdakwa tetap ditahan. 

3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi kepada ahli waris 
Dini Sera Afrianti sebesar Rp. 263.673.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta 
enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak 
mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. 

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). 

Putusan Hakim 
1. Menyatakan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur 

tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 338 
KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Ketiga Kesatu Pasal 359 KUHP 
dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP. 

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut 
Umum tersebut diatas. 

3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini 
diucapkan. 

4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat 
serta martabatnya. 

5. Membebankan biaya perkara kepada negara. 
Menurut penulis putusan bebas hakim ini adalah keliru dan sangat jauh 

kesesuaiannya dengan alat bukti yang di hadirkan di persidangan dimana pada 

surat visum et Repertum Jenazah tersebut penyebab korban meninggal adalah 

akibat luka robek pada organ hati korban yang menyebabkan terjadinya 

pendarahan hingga menewaskan korban bukan seperti yang di katakan oleh 

hakim yaitu korban meninggal akibat alkohol yang berada di dalam tubuhnya di 
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karenakan alkohol tidak dapat merobek organ hati yang dapat menyebabkan 

pendarahan dalam. 

Keyakinan hakim bahwa korban meninggal di sebabkan oleh minuman ber 

alkohol dan bukan karena adanya penganiayaan adalah keyakinan yang tidak 

berdasarkan alasan yuridis. Hakim telah mengabaikan ketentuan dalam Pasal 183 

KUHAP, dimana timbulnya keyakinan hakim dalam membuat putusan haruslah 

didasarkan dengan minimal 2 alat bukti yang sah. Hakim wajib 

mempertanggungjawabkan cara bagaimana memperoleh keyakinan dan 

selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar 

putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan 

dan logika. Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti Visum et Repertum 

Jenazah tersebut. 

Maka menurut analisis penulis ketika hakim berpendapat bahwa terdakwa 

harus dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut di 

karenakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya dan terdakwa berada dalam tahanan, maka hakim memerintahkan 

terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan 

adalah putusan yang keliru dan tidak benar. 

Oleh karena itu, hasil penelitian terkait dengan penerapan pidana pada 

Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby adalah tidak terdapat satu pun 

penerapan sanksi pidana kepada terdakwa, dikarenakan hakim keliru dalam 

memutus pidana bebas dengan pertimbangan bahwa tidak satupun perbuatan 

terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum dan Terdakwa 

harus dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan. 

4. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas, maka 

Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pertimbangan hukum dari majelis hakim. Didasarkan pertimbangan hukum 
yang salah dan keliru terhadap fakta-fakta materiil yang ada di persidangan, 
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Gregorius Ronald 
Tannur banyak yang tidak berdasarkan dengan alat bukti yang ada yaitu 
kesaksian saksi, kesaksian ahli dan surat Visum. Dimana hakim berkeyakinan 
dan menimbang bahwa korban Dini Sera Afrianti meninggal disebabkan oleh 
alkohol yang terdapat di dalam lambung dan darah korban bukan karena 
kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Gregorius Ronald Tannur seperti yang 
di dakwakan penuntut umum. 

2. Penerapan pidana dalam Putusan Nomor : 454/Pid.B/2024/PN Sby adalah 
tidak terdapat penerapan sanksi pidana kepada terdakwa, dikarenakan hakim 
memutus pidana bebas dengan pertimbangan bahwa tidak satupun perbuatan 
terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum dan 
terdakwa harus dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan, 
dikarenakan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan 
tindak pidana. 
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